PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMIILU ANGGOTA DPD

2018

PERBAWASLU NO 16, BN 2018/NO. 6109, 39 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN

PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAK - Untuk terselenggaranya penyelenggara Pemilihan Umum yang adil dan
demokratis dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari
pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk
mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan
salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai
pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

- Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

- Dalam Peraturan Bawaslu merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu
diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk
pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan
kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi,
meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan
melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili
kepentingan masyarakat pemilih.

CATATAN - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2018 dan
di tetapkan 7 Mei 2018;

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dinyatakan mulai berlaku;



